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ABSTRAK

Perseroan Terbatas (PT) adalah asosiasi modal yang oleh undang-undang
diben status badan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1993,
Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan hukum yang banyak diminati dan
dipakai dalam dunia wsaha di Indonesia, sebagai subyek hukum vang mandiri maka
keberadaannya tidak terpanting pada kebersdasn dan nasib para pemegang saham,
para anggota Direkst (pengurus) dan Dewan Komisarisnya (pengawas), schingga
mempunyai ciri “abadi”. Sebagai “artificial person” dapat hidup terus tanpa batasan
wakiu kecuali ditentuan lain dalam Anggaran Dasamya, bubar berdasarkan keputusan
RUPS atau penetapan Pengadilan.

Adapun permasalaban yang akan dibahas dalam penerapan Undang-undang
MNomor | Tahun 1995 terhadap pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas di Kota
Padang adalah bagaimana penerapan UUPT dalam proses dan  pelaksanaan
pembubaran Perseroan Terbatas di Kota Padans, apa saja kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas di Kota Padang dan
apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dengan pembubaran dan likuidasi Perseroan
Terbatas.

Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis
empins/sosiologis yaitu penggumpulan data yang mengacu pada perundang-undangan
vang berlaku dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Setelah data primer dun
sekunder terkumpul selanjutnya penulis mengolah dan menganalisis secara kualitatif,
sehingga dapat digambarkan penerapan Undang-undang MNomor 1 Tahun 1993
lerhadap pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas di Kota Padang,

Diari hasi] penelitian yang telah dilakukan, penerapan UUPT dalam proses dan
pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas di Kota Padang dalam kenyataannya
belum terimplementasi dengan baik seperti pada PT. Mitra Andalas Persada yang
bubar pada tahun 2005 dan PT. Wijaya Mumi Utama yang bubar pada tahun 2003
belum terlaksana sepemubnya. Dan implementasi UUPT pada PT. Panamagatra
Usahatama vang futup pada tahun 2002 terlaksana sebatas pada penurupannya,
sedangkan pembubaran PT.AA Plastindo  vang belum berbadan hukum telah
mengikutt prosedur dalam UUPT. Kendala dalam pelaksanaan pembubaran dan
lkuidasi Perseroan Terbatas di Kota Padang hanya terjadi pada pelaksanaan
kewapban hkuidator, Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pembubaran dan
likuidasi Perseroan Terbatas adalah ditutupnya Perseroan Terbatas tersebut untuk
selamanya, seluruh aktifitas dan kKegiatan usahanya dihentikan kecuali untuk likuidasi,

Dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-undang Nomor | Talhum 1995
terhadap pembubaran dan likuidast Perseroan Terbatas di Kota Padang belum
terimplementasi dengan baik, dan masih banyak Persercan Terbatas yang bubar
dengan sendinnya. Scbaiknya diatur sankst yang tegas dalam UUPT terhadap
Ferseroan Terbatas yang belum menerapkan UUPT sebagaimana mestinya, dan perlu
adanya kenfimas] dari masing-masing instans lerkait dalam hal pembubaran dan
Iknidast Persernan Terhatas ini
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A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan
nukum vang didinkan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undanrg No.1 Tabun 1995 tentang
Perserpan Terbatas {untuk  selanjuinyz  disebut UL PT) dan  peraturan
pelaksananya, Sebagai badan hukum perseroan mempunyai cirri “abadi™,’
artmya keberadoannya berlangsung terus yang tidak terpengaruh perpantian
pemegang sahamnya maupun pengurus dan pengawasnya. Pemegang saham
holeh berganti, tetapi pasti ada yang menggantikannya, demikian juga dengan
pengurus dan pengawas. Sebagai badan hukum, dia akan tetap ada scpanjang
belum dibubarkan dengan prosedur yang telah ditentukan, yang berarti bahwa
suaty badan hukum merupakan artificial person® Badan hukum dianggap
sama (walaupun sebenamyva tidak sama) dengan manusia, dimana memiliki
fiak dan kewajiban,

Dahulu ketika menganur KUHD (Kiab Undang-undang Hukum
Dagang) dikatakan bahwa jangka wakiu berdirinya PT harus ditentukan dalam

anggaran dasar. Sedangkan UL PT (Undang-undang Perseroan Terbatas)

" Ratnawati Prasodjo, 2004, Pembubaran don Likuidori Perseroan Terbotas, Makabnh

Ssampaikan pada Lokakarya Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainoya, Mahkamah hgr.u‘u,
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Froceedings Lokakarya Perseroan Terbatas da Good Comporate- ﬂu'-cman-n: Pisat Peagkapan
Hobven, 05, REm, 245,



menyatakan bahwa itu tidak perlu karena badan hukum bersifat abadi. Apabilp
pemepgang saham atau pendin pada saat pendirtan ingin membatast ataw
permegang saham yang datang kemudian ingin membatasi, maks hal ity sah-
sah saja dan kemudian ditentukan dalam angpsran dasar. Pada prinsipnya
apabtla ingin didirikan dengan jangka waktu tidak terienta, maka hal tersebut
tetap sab mengigat suatu badan hukum dianggap sebagal suatu ertificiol
person #lau manusia yang diciptakan oleh hukum,*

Abad yang dimaksud bukan berarti tidak dapat mati dan hal tersebut
ditegaskan dalam Pasal 114 UU PT  yvang menyatakan bahwa : © perseroan
bubar karena | a. keputusan RUPS, b, jangka waktu berdininya yvang ditetapkan
dalam Anggaran Dasar telah berakhir; c. penetapan Pengadilan ™. Dalam pasal
tersebut menyatakan apabila pendin atan pemegang ssham yang datang ingin
mermbatasi, maka hal tersebut diperkenankan. Adakalanya PT masih beralan
tetapi pemegang saham memuotuskan untuk merbubarkan, maka hal ite berarti
PT tersebut akan diakhiri sesuai dengan prosedur yang berlaku atan bisa juga
karena dasar penetapan Pengadilan.

Dalam pada itw tdak menjadi masalah apabila swam Perseroan
terbatas tidak ingin dibubarkan. Adanya pembubaran adalah karena pemegang
sahzm ingin mengakhirt ataupun sudah merasa tidak cocok lagi sehingga ingin
berpisah, Jalan yang ditempuh adalah dengan membubarkan karena kekayaan
vang telah dimasukkan kedalam persercan terbatas sebagai modal harus

dilakukan penyelesaian, vaitu mengenai pembagian hak atas harta kekayaan




perseroan terbatas sera untuk mengetahut berapa besar kewajiban yang harus
diselesaikan dan ditanggung oleh modal bersama tersebut. Karena hal itulah
maka diputuskan untuk bubar terlebib dahulu.

Istilah yang digunakan adalah bubar, vang secara limitatf dijelaskan
oleh undang-undang, Sehingea perseroan terbatas bubar atas dasar keputusan
RUPS, jangka waktu vang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, atau karena
dasar atas pernyataan bubar oleh pengadilan. Bubamya perseroan terbatas ini
dapar terjad: karena beberapa alasan tertentu. Bubar apabila diibaratkan
dengan manusia adalzh manusia tersebut meninggal demikian juga dengan PT,
apabila bubar maka kewajibannya sudah selesai. Akan tetapi suatu perseroan
terbatas tidak dapal bubar dengan sendinnya dan selesai sudah segala
permasalaban, Sebab masih ada kekayaan dan kewajiban yang  harus
diselesatkan, Tindakan penyelesaian permasalahan itulah yang dinamakan
dengan  likwidasi, yaite tindakan pemberesan kekayasn dan  kewajiban
perseroan terbatas. Orang yang melakukan pemberesan atau lkuidasi ini
discbut dengan hkwidator, dan bila likuidator fidak ditetapkan lain dalam
angeoaran dasar atau dalarm RUPS atau dalam penetapan pengadilan, maka
vang menjadi likuidator adalah direksi. Hal ini sesuni dengan penegasan Pasal
122 UUPT,

Dalam hal ini, semua PT yang dinvatakan bubar baik karena
penctapan pengadifan, RUPS atau janpka wakiu yang ditetapkan yang telah
berakhir, maka harus ditkuti dengan likuidasi. Likuidasi merupakan proses

senvelesaian, dimana PT yang dibubarkan masih memiliki aset atau harta



namun juga harus memenuhi kewajiban yang harus ditangpung. Sebenarmya
likuidasi tdak identik dengan pembubaran karena likuidasi adalah proses
pemberesan kekayaan dari suatu badan hukum, sekalipun sudah dinvatakan
paifil,

Dralam hal bubamya perseroan terbatas yang disebutkan dalam ["azal
114 LTUPT, maka perseroan terbatas tidak dapat melakukan perbuatan hukum
kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi (Pasal 119
UL Mol / 1193). Disini harus dijelaskan denpan tuntas agar tidak ada
kekacauan hukum, dimana apabila suatu badan hukum bubar maka jelas
secara hukum berarti badan hukum tersebut tidak ada lagi dan karena itu jelas
tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Begitu pulz halnya dengan suatu
perseroan terbatas, bila perseroan terbatas tersebut bubar maka jelas PT o
seeara hukum tidak ada lag dan karenanya PT termscbut sudah tidak dapat
melakukan perbuatan hukum, Tetapr dalam Pasal 119 UUPT tersebut diates
menyatakan bahwa perscroan terbatas yang bubar 1tu masth dapat melakukan
perbuatan hukum bifa diperlukan untuk membereskan kekaysan perseroan
terhatas.

Hal ini dapat disimpulkan dar kets-keta dalam Pasal 119 ayat (1)
ULPT yang menyatakan ; “Dalam bal perseroan bubar, maka perseroan tidak
dapar melakukan perbuatan hukum kecwali diperlukan untuk membereskan
kzkayaannya dalam proses likuidasi™, Bila Pasal 119 tersebut menggunakan
kats “kecuali” maka hal ini berarti bahwa dalam hal untuk melakukan

remberesan maka perseroan masih dapat melakukan perbuatan hukum.



BAB IV

PENLTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas bab demi bab mulai dari bab [ sampai dengan bab
MM, akhimya penulis sampai pada bab IV ini yang merupakan bab penutup
selelah pembahasan bab-bab sebelumnya. Pady bab IV ini penulis mencoba
nangambil kesimpulan dari yang telah penulis urnikan, sehagai berikut
1. Penerapan Undang-Undang Momor | tahun 1995 terhadap proses dan
pelaksanaan pembubaran dan likvidasi PT di Kota Padang vaitu tidak
terimplementasinya dengan baik. Karena tidak semua pasal dalam UUPT
vang berkaitan dengan pembubamun dan likuidasi terlaksana dengan
semestinya, seperti penerapan dan pelaksanaan Pasal 118 ayat (1) huruf a
dan Pasal 124 ayst (3) UUPT. Tetapi ada juga beberapa pasal dalam
UUPT belum pernah diterapkan di Kota Padang karena belum ada kasus
pembubaran PT vang berkaitan dengan pasal tersebut, seperti Pasal 117,
Fasal 120 ayat (3), Pasal 121, dan Pasal 123. Sedangkan pasal-pasal yang
sudah terimplementasi dengan baik yaitu Pasal 74, Pasal 75, Pasal 77,
Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 118 (kecuali ayat (1) huruf a) UTUPT.

. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PT di
Kota Padang yaitu banyaknya PT yang sudah bubar tidak melaporkan
pembubarannya pada KPP Kota Padang untuk dihapus dard Daftar
Perusahaan dan untuk dikeluarkannya Surat Penutupan Perusahaan. Dan

«ezndala dalam pelaksanaan likpidasi tidak dapat diketahwi karena tidak ada
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Led

data yang diperoleh dari KPP Kota Padang maupun dar Kantor Notans

Catur Virgo,5.H. Schingga kendala tersebut berkaitan dengan kewajiban

tHkuidator yang diatur dalam Pasal 118 ayat {1) huruf a. Hal tersebut tidak

mengahambal bubamya PT di Kota Padang vang pada akhimya bubar

dengan sendirinya taopa melalui selurub prosedur yang ada dalam UUPL

Seperti yang dilakukan oleh PT. Panamagtam Usahatama,

. Akibat hukum vang ditimbulkan dengan pembubaran dan likuidasi PT

VAl

-

.

Keberadaan PT sebagal badan hukum yang mandin sudah tidak ads
lagi. Schingga PT yang bersangkutan “Dituiep™ sejak  ditanda
tanganinya aktz pembubaran. Untuk  pembekuan  sementaea
mengakibatkan PT tersebut tidak ditutup untuk selamanya, seperti PT.
Panamagatra Usahalama. PT yang bersangkutan dapat dibuka kembali
pada waktu yang telzh didentukan bersama oleh para pemesans saham.
Keberadaan badan hukum PT yang bubar tetap ada untuk kebutuhan
proses likuidasi.

Segala perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban PT
sebagal badan hukum sudah selesai, kecuah untuk proses hikuidasi
Maka seluruh aktifitas dan kegiatan wsaha PT dihentikan terhimung
sejak PT dibubarkan. Kecuali untuk PT yang tutup untuk sementara
waktu atzu dengan kata fain pembekuzn sementara wakiu, seperet PT.
Panamagatra Usahatama yang hanva menghentikan seluruh perbuatan

hukumnaya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
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